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Pj Heru Diminta Segera Lunasi ljazah Siswa yang

JAKARTA (Poskota) - Pen-
jabat (Pj) Gubernur DKI Ja-
karta, Heru Budi Hartono
didesak untuk menebus
ijazah siswa sekolah swas-
ta yang ditahan yang dise--
babkan tunggakan biaya.
Anggota DPRD DK]| Ja-
karta dari Fraksi PDI Per-
juangan, Johnny Siman-
juntak mengatakan, Pem-
prov DKI harus segera tu-
run tangan menyelesaikan
masalah tersebut. Sehing-
ga siswa bisa melamar pe-
kerjaan bila memiliki ijazah.
"Pemprov harus
melakukan gerak cepat, jadi
dengan catatan memang-
gil seluruh Sekolah yang
menahan ijazah. ljazah itu
ditarik, bahwa ada ikutan
pembiayaan, pemrov ha-
rus membayar itu kepada
sekolah swasta," kata John-
ny di Jakarta, Rabu (4/9).
Legislator Kebon Sirih
ini mengungkapkan, bah-
wa ijazah tertahan di seko-
lah itu merupakan persoa-
lan yang klasik yang hingga

Tertahan

hari ini belum dapat terata-
si dengan baik.

Jhonny yang juga Sek-
retaris Komisi E DPRD DKI
ini mengungkapkan, ijazah
siswa yang tertahan di seko-
lah terbayak saat era Gu-
bernur DKI Anies Baswe-
dan. Kala itu memang du-
nia khususnya Jakarta gen-
gah dihantam pandemi CO-
VID-19. Imbasnya banyak
terjadi PHK massal, lanta-
ran adanya pembatasan ke-
giatan masyarakat.

"Sudah ini akumula-
si dari yang lama lalu lalu.
Bukan sekarang doang.
Udah lama, zaman anies
yang paling banyak. Kare-
na disitu pas maraknya co-
vid dulu. Coba bandingkan
ini saya doang nih, saya
dulu sebagai perbandin-
gan," ujar Jhonny.

la pun menuturkan, ada
lebih dari ratusan siswa
yang ijazahnya tertahan
di sekolah lantaran terk-
endala biaya. "Ada 165
ijazah yang diadukan ke-

pada saya. Nilainya ham-
pir 18 juta," kata dia.

Diketahui, sebelumnya
Johnny Simanjuntak me-
nyoroti masih banyaknya
ijazah siswa di sekolah
swasta yang ditahan pihak
sekolah, karena tak mampu
membayar tunggakan seko-
lah. Lantas, menurut John-
ny, pemerintah DKI mesti
bertanggung jawab terha-
dap persoalan itu.

"Fenomena begitu ban-
yaknya ijazah anak yang su-
dah lulus sekolah tapi ma-
sih ditahan, yang beraki-
bat mereka tidak bisa ber-
saing di pasar kerja. Se-
bagai catatan, Indonesia
adalah negara kesejahter-
aan di mana negara harus
bertanggung jawab terha-
dap warga negaranya keti-
ka mereka mendapat ma-
salah, terutama dalam hal
sosial," ujarnya kala keg-
iatan Rapat Paripurna di
Gedung DPRD, Jakarta
Pusat, Rabu (27/9) lalu.
(Aldi/ifn)



